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A. Latar Belakang 
Poligami (ta’addud al-zauja>t) syariat islam yang dalam 
pensyariatannya dibenarkan oleh semua pihak, akan tetapi dalam praktiknya 
selalu mendapatkan pertentangan khususnya pada kaum perempuan islam.
1
  
Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa‟(4): 3 sebagai berikut 
َث  َه ٱلىَِّسآِء َمْثىَىَٰ َوثُلََٰ َمىَٰ فَٱوِكُحو۟ا َما طَاَب لَُكم مِّ َوإِْن ِخْفتُْم أََّلا تُْقِسطُو۟ا فِى ٱْليَتََٰ
لَِ  أَْ وَىَٰٓ  ىُُكْم ۚ  َ َٰ ِ َ  ًة أَْو َما َملََكْ  أَْ َمَٰ َ  ۖ  فَ ِْن ِخْفتُْم أََّلا تَْ ِ لُو۟ا فََوَٰ  أََّلا تَُ ولُوا َوُ  ََٰ
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 
adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa‟(4): 3) 
Poligami dalam praktiknya di Negara Indonesia selalu mengalami  
pertentangan.
2 
Disisi yang lain, poligami memiliki hujjah normative yang 
jelas dan tegas, namun juga banyak yang menolaknya dengan berbagai 
alasan, baik dengan alasan psikis, psikologis, kejiwaan serta isu keadilan. 
Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya 
berlaku untuk seluruh rakyat indonesia. Akan tetapi terdapat pula peraturan 
yang bersifat pengkhususuan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
                                                 
1
 Selain poligami masalah krusial tersebut adalah relasi hak milik (perbudakan) dan relasi 
seksual nikah kontrak isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam 
bentuk yang eksplisit, isu nikah kontrak ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan poligami telah 
diterima secara luas, namun dengan melibatkan syarat yang ketat. Lihat: Faqihuddin Abdul Kodir, 
Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2005)., h. ix. 
2
 Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: PT. Prenada 




Adanya perbedaan peraturan poligami antara undang-undang 
perkawinan dan PP No 45 tahun 1945.  Perbedaan tersebut dikarnakan 
Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu aparatur sipil Negara, yang mana 
dalam kehidupan bermasyarakat menjadi percontohan segala tindak dan 
perilakunya, sehingga dalam rangka mengangkat muruwah  pegawai aparatur 
sipil Negara maka di atur pelarangan mengenai wanita yang berstatus pegawai 
negeri sipil dilarang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Peraturan ini 
maksudkan untuk memberikan aturan disiplin guna maksimalitas kinerja 
pegawai agar terhindar dari persoalan keluarga yang ditimbulkan dari efekm 
poligami yang dapat mengganggu tugasnya sebagai pelayan public.
3
 
Kemudian pada peraturan disiplin aparatur sipil Negara sebagaimana PP 
No 45 Tahun 1990, semua perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh 
pegawai negeri sipil pria dan wanita juga harus dicatatkan dan dilaporkan ke 
badan kepegawaian Negara.
4
 Hal tersebut bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum dan keadilan hak-hak yang melekat pada diri seorang 
Aparatur Sipil Negara. 
Pengaturan mengenai poligami tertuang pada Pasal 3 Ayat 2 Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa pengadilan 
dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu 
apabila dapat persetujuan dari istri sebelumnya. Akan tetapi pada pegawai 
negeri sipil pengaturan mengenai poligami diatur secara khusus di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan 
peerceraian bagi pegawai negeri sipil, yang tertera dalam Pasal 4 (1) yang 
mengatur bahwa PNS Pria dapat berpoligami asalkan mendapatkan izin dari 
atasan, dan Pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa PNS Wanita tidak di izinkan 
menjadi istri kedua ketiga atau keempat. Apabila PNS Pria melakukan 
                                                 
3
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipilatau Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
4
 Pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 
Pegawai Negeri Sipil, memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan 




poligami tanpa izin maka dapat dikenakan sangsi administratif berupa 
pemecatan secara tidak hormat dan apabila PNS wanita terbukti menjadi istri 
kedua, ketiga atau keempat maka mendapatkan sangsi administratif berupa 
diberhentikan secara tidak hormat.
5
 
Beberapa contoh kasus penecatan PNS wanita yang terbukti menjadi 
istri poligami: 
1. Pemecatan terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di 
lingkungan Pemkab Sidoarjo, terdapat dua wanita PNS yang terbukti 
menjadi istri kedua. Keduanya dipecat dari jabatannya. Pemecatan ini 
terjadi pada tahun 2010 dan 2011, yang mana pemecatan tersebut 
dikarenakan adanya pelanggaran Pasal 4 (2) PP No 45 Tahun 1990. 
Mengacu bahwa Pasal 15 (2), bahwa bagi PNS yang melanggar Pasal 4 




2. Pemecatan terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di 
lingkungan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten 
Bogor pada tahun 2015.
7
 
3. Pemecatan terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di 




Kesenjangan terhadap pengaturan poligami antara PNS pria dan wanita, 
yang mana pria di izinkan poligami dengan catatan mendapatkan izin dari 
atasan, sedangkan bagi PNS wanita tidak memiliki peluang untuk menjadi istri 
kedua ketiga dan keempat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
                                                 
5
 Lihat Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 PP No 40 Tahn 1990 
6
Glori K. Wadrianto, “Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat,” Kompas, n.d., 
https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua. (diakses pada 26 
Maret 2020, Pukul 13.00) 
7
 Sahrul, “PNS Eselon II Jadi Istri Kedua,” Kupas Merdeka, n.d., 
https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenang-
terkesan-tutup-mata/. (diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00) 
8
 Sandi, “PNS Di Lebak Jadi Istri Kedua, Terancam Sanksi Pemecatan,” Fakta Banten, 
n.d., https://faktabanten.co.id/blog/2018/09/03/pns-di-lebak-jadi-istri-kedua-terancam-sanksi-




Bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila terbukti maka PNS wanita menjadi istri 
kedua ketiga dan keempat akan diberhentikan secara tidak hormat, padahal 
dari sisi materi wanita PNS yang dipoligami lebih terjamin dan tidak akan 
mengganggu keadaan ekonomi suami. Kemudian jika PNS pria melakukan 
poligami tanpa izin maka dikenakan salah satu hukuman disiplin berat 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 Ayat (4),sangsinya bertahap 
dimualainya dari penurunan kepangkatan, penurunan jabatan yang setingkat 
lebih rendah, dicopot dari jabatannya, dan pemberhentian tidak dengan 
hormat. 
Berdasarkan problem akademik yang sampaikan di atas, maka penting 
dan layak untuk meneliti analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 4 
Ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin 
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
B. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis  
atau peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 
a. Terdapat kasus pemecatan bagi PNS wanita yang ketahuan menjadi istri 
kedua. 
b. Adanya larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua ketiga dan 
keempat. 
c. Terdapat penerapan atau perlakuan hukum perkawinan yang berbeda, 
antara masyarakat biasa dan pegawai negeri sipil. 
d. Adanya ketidakadilan atau disharmoni peraturan poligami antara PNS 
pria dan wanita dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan 
dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. 
e. Eksistensi keadilan dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin 




f. Penyimpangan terhadap asas hukum lex superiori derogot legi priori, 
yaitu peraturan perundang-undangan yang posisinya ada dibawah, tidak 
boleh bertentangan dengan yang diatasnya. 
2. Batasan Masalah 
Penelitian pada tulisan ini dibatasi atas: 
a. Larangan PNS Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat 
berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawianan Dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
b. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan PNS Wanita Untuk 
Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat  berdasarkan PP No. 45 
Tahun 1990 tentang Izin Perkawianan Dan Perceraian Bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 
3. Rumusan Masalah 
Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Mengapa wanita PNS dilarang menjadi menjadi istri kedua, ketiga dan 
keempat  berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawianan 
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil? 
b. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan Wanita 
PNS Untuk Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat  berdasarkan PP 
No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawianan Dan Perceraian Bagi 
Pegawai Negeri Sipil? 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah : 
a) Untuk mengetahui alasan wanita PNS dilarang menjadi menjadi istri 
kedua, ketiga dan keempat  berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang 
Izin Perkawianan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
b) Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan 
wanita PNS Untuk Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat  
berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawianan Dan 




D. Manfaat/Signifikansi Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat 
tentang larangan bagi PNS wanita untuk di poligami. 
b. Penelitian ini dirasa dapat menambah kekayaan khazanah dan 
pengembangan keilmuan terkhusus pada ilmu hukum perkawinan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian sekolah 
program magister studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada 
pemegang kekuasaan untuk mengatur mengenai poligami bagi 
pegawai negeri sipil yang berkeadilan. 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan larangan wanita pns menjadi 
istri kedua ketiga dan keempat, antara lain :  
a) Machfudz, Mochammad, penelitian tesis pada tahun 2014 di Program 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang dengan judul ”Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 
Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) Tentang 
Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita” (Studi Pandangan Pakar 
Hukum di Kota Malang.
9
 
b) Amar Ma‟ruf, Penelitian tesis pada tahun 2013 di Program 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
dengan judul Implementasi Peraturan Perkawinan Dan 
                                                 
9
  Machfudz Muhammad, “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. 
PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita” (Studi 
Pandangan Pakar Hukum Di Kota Malang),” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 




Perceraian PNS Dan Pejabat (Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. 
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
10
 
c) Awaliah Musgamy, Jurnal Al-Daulah Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017  
di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan 
judul Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 




 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah belum 
adanya penelitian terdahulu yang membahas analisis hukum keluarga 
Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 45 tahun 
1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Yang penulis temukan adalah beberapa penelitan terdahulu membahas 
mengenai kajian gender, respon PNS  dan implementasi PP 45 Tahun 
1990, oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih dalam. 
F. Kerangka Pemikiran/Teori 
Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam 
menentukan arah penelitian agar arah penelitian  jelas dan tetap terfokus. 
Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari larangan perkawinan, 
sebagai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perkawinan, tidak mengatur mengenai larangan perkawinan dengan sebab 
profesi, sementara itu didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita 
tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, jika ada PNS 
wanita yang terbukti menjadi istri kedua, ketiga dan keempat maka akan 
dikenakan sangsi berupa pemecatan. Kemudian akan di analisis dengan 
menggunakan teori maqa<s{id syari‘ah untuk mengetahui sejauh mana 
tujuan syariat tercapai didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
                                                 
10
 Amar Ma‟ruf, “Implementasi Peraturan Perkawinan Dan Perceraian Pns Dan Pejabat 
(Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)” (Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 
11
 Awaliah Musgamy, “Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 




Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya akan di analisis dengan 
menggunakan teori mas{lahah mursalah untuk mengetahui tingkat 
kemaslahatan yang ada didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 
Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 























Peraturan Pemerintan Nomor 45 tahun  1990 
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Maqa<s{id Syari‘ah 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan 
Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Mas{lahah Mursalah 
Pasal 4 (2) PP No 45 tahun  1990 





G. Metode Penelitian 
 Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari 
sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta 
kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai 
berkut : 
1. Jenis  dan Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (library 
research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan  dengan 
metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 
memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 
penelitiannya.
12
 Pada penelitian ini akan meneliti mengenai ketentuan 
larangan PNS Wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat, 
sebagaimana di atur didalam Pasal 4 Ayat (2) PP 45 Tahun 1990 
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, 
yaitu penelitian yang mendefinisikan dan menjelaskan karaktersitik 
serta tertentu dari penelitian.
13
 Metode ini digunakan untuk dapat 
menggambarkan mengenai kententuan larangan PNS wanita menjadi 
istri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) 
Peraturan Pemerintan Nomor 45 tahun  1990 Tentang Izin Perkawinan 
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
14
pada 
penelitian ini menggunakan data sekunder, dikarenakan penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yang terdiri dari: 
                                                 
12
 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). 
h. 2-3. 
13
 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method, Cet. Ke-3 
(Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).Sudaryono. h. 88. 
14
 Arikunto, “Suharsimi Arikunto.Pdf,” in Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 




a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif).
15
  Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-
Qur‟an,  Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintan Nomor 45 tahun  1990 Tentang 
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh referensi hukum yang terdiri dari  
dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah 
dan lain sebagainya.
16
, dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, 
karya ilmiah, yang relevan. 
c. Bahan Hukum Tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai 
pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 
kamus, ensiklopedia, dan lainnya.
17
 Dalam penelitian ini bahan hukum 
tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, 
Ensiklopidia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan 
yaitu pencarian data yang diperoleh dengan cara meneliti buku, literatur, 
catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.
18
 
Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data 
yang di butuhkan dalam penelitian, yakini berupa bahan hukum primer, 






                                                 
15
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-5,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., 
h. 47 
16
 Ibid., h. 54 
17
 Ibid., h. 57 
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4. Pengolahan Data 
Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 
dilakukan dengan cara : 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pemeriksaan terhadap data yang 
telah terkumpul agar sesuai dengan topic maslaah yang akan 
diselesaikan.
19
 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses 
editing terhadap hasil telaah dari bahan penelitian mengenai 
ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan 
keempat. 
b. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu seluruh data yang telah 




c. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data sesuai 
dengan kaidah-kaidah sistimatika penelitian yang urut dan logic.
21
 
Selanjutnya data di susun sesuai dengan kerangka dan sistematika 
berdasarkan pedoman penulisan tesis. 
5. Analisis Data 
Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang data penelitian 
yang akan dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.
22
  
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Hubberman yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah 
penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi berikut:
23
 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui 
seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang 
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bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi 
data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan 
penelitian, dengan cara membaca literature mengenai ketentuan larangan 
PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat. 
b. Penyajian Data 
Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dalam 
rangka untuk menampilkan gambaran  hasil dari data yang telah di 
reduksi, mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua 
ketiga dan keempat dalam PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan 
dan perceraian bagi PNS. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain 
untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 
Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode 
berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 
fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang 
mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang 
bersifat umum, yakni berangkat dari larangan perkawinan sebagaimana 
diatur di dalam Islam lalu ke peristiwa khusus mengenai ketentuan 
larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga dan ke-empat dalam PP 















A. Perkawinan dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Perkawinan 
Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi 
sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh 
karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. 
Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan 
untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang 
semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan 
halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan selama tidak ada halangan syara‟.
24
 
Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-nikah.
25
 Al-
nikah bermakna al-wat{i’ dan al-dammu wa al-tadakhul, terkadang juga 
disebut dengan al-dammu wa al-jam‟u atau ibarat al-wat{’u wa al-„aqdu 
yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.
26
. Karena nikah adalah 
akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat 
atau mis|qan galid{an untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah,
27
 dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
Perkawinan dalam perspektif sosiologis, diartikan sebagai suatu 
proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan 
kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena 
perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar 
belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan meraka yang berbeda, 
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maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa 
dirundingkan serta disepakati bersama.
28
 Dengan demikian, dalam konteks 
sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan 
bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.  
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 
mampu untuk segera melaksanakanya. Karena perkawinan dapat 
mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam 
bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, 
tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan 
oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan 
memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu 
perzinaan.  
Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu 
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 
hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang 
dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari‟at Islam.Di dalam 
bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
29
 
Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan 
Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 
manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang 
dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, 
dan melestarikan hidupnya.
30
 Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-
Zariyyat (49): 49 yaitu:  
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                   
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyyat (49): 49) 
Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah mendefinisikan nikah 
sebagai berikut:  
الزَّْوِجيَُّة ُسنٌَّة ِمْن ُسنَِّة اهللُ يفْ اخلَْلِق َوالتَّْكِوْيُن َوِىَي َعاَمٌة اَل َيُسدُّ 
َها َعاَاُ ااِلْنَساِن اَْو َعَلُم احلَيَـَواِن اْو َعاَاُ النََّباتِ   َعنـْ
Artinya : “Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum 




Kata nikah dalam Al-Qur‟an terkadang digunakan untuk menyebut 
akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan 
seksual. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa‟ (4): 3: 
                              
                         
         
Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. An-
Nisa‟ (4): 3) 
Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisa‟ (4): 22, yang berbunyi:   
                   
                
Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
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Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk 
jalan (yang ditempuh) (QS. An-Nisa‟ (4): 22).” 
Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-
mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti al-wat{‘u 
atau al-jima‟u (melakukan hubungan seksual).Sedangkan contoh menikah 
yang artinya melakukan hubungan seksual 
32
 (al-wat{‘u atau al-jima‘u) 
adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 230 : 
                          
                      
            
Artinya:“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 
(2) : 230) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai al-wath‟u atau 
al-jima‟u (melakukan hubungan seksual).Apabila seorang istri yang telah 
diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat 
melakukan ruju‟dengan suami yang pertama.Apabila suami telah 
menjatuhkan talaq yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa 
menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada muhallil. Jadi si mantan 
istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai 




Para ulama‟ berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada 
yang memaknai secara hakiki dan secara majazi, sebagai berikut: 
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Pendapat pertama (Imam Syafi‟i) yang di shahihkan oleh Abu 
Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya 
digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara 




Pendapat kedua (Imam Hanafi): mengemukakan bahwa nikah pada 
hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang 
dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah
35
. 
Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam 
bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut 
bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara 
umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses 
generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada 
manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat 
istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau 
ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat „izzah (pernyataan 
penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari 
pihak lelaki).Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.
36
 
2. Dasar Hukum Perkawinan  
Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 
biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan 
akibat dari perkawinan tersebut  
Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan 
berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah 
manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui 
jenjang perkawinan yang ketentuanya dirumuskan dalam aturan aturan 
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tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan 
sumber hukum Islam yaitu Al-Qur‟an dan Al-Hadist. 
1)  Berdasarkan Al-Qur‟an 
Allah SWT, Berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1 
                      
                           
            
Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S. An-Nisa (4):1) 
Allah SWT Berfirman dalam Q.S. An-Nur (24) :32 sebagai berikut: 
                       
                   
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 
Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. 
An-Nur (24) :32). 
2)  Hadis:  
Rasulullah SAW. Bersabda : 
يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة : قَالَ . َعْن ِإْبِن َمْسُعْودِ 
فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَُّو َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن اَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِو بِالصَّْوِم 




Artinya: “Dari ibnu Mas‟ud berkara, Rasulullah SAW. Bersabda 
“Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (mennggung) 
beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat 
menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa 
yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya 
berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (Muttafaq „alaihi).
37
 
وصححو , رواه ابو داود والنسائ واحلاكم)تـََزّوُجْو اْلَوُلْوَداْلَوُدْوَد فَِإِّنى ُمَكاثًِر ِبُكْم 
)االلباِّن  
Artinya: “Menikah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan 
bayak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga 
dengan banyaknya jumlah kalian (pada hari kiamat kelak).(HR. Abu 
Daud, Nasa‟i, Al-Hakim, dan disaksikan oleh Al-Bani). 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan  
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan mementukan sesuatu itu termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan 
takbiratul ihram untuk shalat,
38
 atau adanya calon pengantin laki laki, dan 
calon pengantin perempuan dalam perkawinan.  
Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut 
Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah 




Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin 
Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas 
memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha 
konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.
40
Namun 
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diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur 
mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.  
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:  
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;  
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita; 
c. Adanya 2 orang saksi; 
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki 
  Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: 
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,
41
 yaitu: 
a. Wali dari pihak perempuan; 
b. Mahar atau mas kawin; 
c. Calon pengantin laki-laki; 
d. Calon pengantin perempuan; 
e. Sighat akad nikah 
 Imam Syafi‟i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, 
rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:
 42
 
a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan); 
b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon 
suami); 
c. Dua orang saksi; 
d. Sighat akad nikah (ijab dan qabul) 
Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja 
(akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). 
Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon 
pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu 
rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:
 43
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a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki 
laki dan mempelai perempuan; 
b. Adanya wali; 
c. Adanya saksi; 
d. Dilakukan dengan sighat tertentu. 
Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut 
secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada 
hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat 
perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. 
Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut 
Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan 
kecuali harus dengan wali”
44
 
Jadi yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan disini ialah syarat 
yang bertalian dengan rukun rukun perkawinan, yaitu syarat syarat bagi 
calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.  
Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan 
ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah 
pernikahan.
45
Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah SWT dalam 
QS. An-Nisa‟ (4): 4 sebagai berikut: 
                           
   
   Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 
senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa‟ (4): 4). 
 
Dalam firman Allah lainnya QS.An-Nisa’ (4): 24 yaitu: 
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                        
                        
                     
                        
  Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu 
selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 
dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana”. (QS.An-Nisa’ (4): 24) 
  Hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan 
kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan 
atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan 
kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam 
syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan 
bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya.Walau tidak ada batas minimal dan 
maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan 
calon suami tersebut. 
ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو يـَُقوُل َسَِْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 
َمْن َأْعَطى يفْ َصَداِق اْمَرأٍَة ِمْلَء َكفَّْيِو َسوِيـًْقا َأْو ََتًْرا فـََقِد  َوَسلََّم يـَُقولُ 
 46)رواه ابو داود(اْسَتَحل
Artinya: “Umar bin Khathab berkata; saya mendengar Rasul SAW 
bersabda. Barang siapa yang memberi tepung gandum atau kurma 
sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal 
baginya untuk menggaulinya”.(HR. Abu Dawud) 
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4. Hukum Melaksanakan Perkawinan 
  Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan 
dalam hukum Islam diatur secara rinci di dalam Al-Qur‟an dan Hadis. 
Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah 
mubahtergantung kepada tingkat masalahnya. Meskipun perkawinan itu 




a. Wajib  
Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang 
memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki 
nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan 
perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan 
menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan 
diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu satunya 
sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, 
menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu, tidak 
dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah 
menjadi wajb bagi orang yang seperti ini. 
b. Sunnah 
 Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu 
untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi dia merasa 
mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan 
perbuatan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat 
jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan 
supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk 
memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran 
seksual, khususnya zina.  
c. Haram   
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 Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak 
mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung 
jawab untuk melaksanakan kewajiban kewajiban dalam rumah tangga 
seperti memberi nafkah, pakaiain, tempat tinggal, dan kewajiban bathin 
seperti mencampur istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga 
apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, 
maka hukum melakukakan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. 
Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang 
haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan haram secara pasti, maka 
ia haram juga. Jika seseorag menikahi wanita pasti akan terjadi 
penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti 
melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka 
menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada 
kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai 
kemaslhatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslhatan ini tidak tercapai jika 
nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. 
d. Makruh 
 Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak 
memiliki kemampuan biaya hidup memberibelanja istri, meskipun 
memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis, (lemah 
syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun 
ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan 
(merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang 
seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikhan, maka pernikahanya (tidak 
disukai) karena pernikahan yang dilakukanya besar kemungkinan 
menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.  
e. Mubah  
Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor faktor yang 
mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibahah 
inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh 






 Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk 
nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 




Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukanya, 
tetapi apabila tidak melakukanya tidak khawatir akan berbuat zina dan 
apabila melakukanya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi 
orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan 
dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 
sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara 
pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga 
menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti 
mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 




5. Prinsip Dalam Melaksanakan Perkawinan  
  Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar 
atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus 
diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut 
hukum Islam. 
  Ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip 
perkawinan, diantaranya: 
  Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187: 
 …                  … 
 
  Artinya: “…Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa 
yang telah ditetapkan Allah untukmu”…(Q.S. Al-Baqarah (2): 187) 
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 Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228: 
...                      … 
  Artinya: “… Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”…(Q.S. Al-Baqarah (2): 
228) 
 
 Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233: 
...                ... 
 Artinya: “… Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan…”(Q.S. Al-
Baqarah (2): 233) 
 Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16): 90: 
         …   
 Artinya: “…Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil…” 
(Q.S. An-Nahl (16): 90) 
 
 Allah berfirman dalam Q.S At-Thalaq (65): 7: 
                            
                    
 Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan.”(Q.S At-Thalaq (65): 7) 
 




                          
                   
 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21) 
 
 Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, 
minimal ada 5 prinsip perkawinan:
51
 
a. Prinsip musyawarah dan demokrasi; 
b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam 
kehidupan keluarga;  
c. Prinsip menghindari kekerasan; 
d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai 
partner; 
e. Prinsip Keadilan.  
 Prinsip-prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan, 
sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut: 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi 
agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu 
dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
52
 
b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing 
agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap 
perkawinan adalah sama hal nya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, 
                                                 
51
Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h. 56   
52




kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte 
resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
53
 
c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama 
dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri 
lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan 
lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 
berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
54
 
d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu 
harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 
agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan 
perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk 
itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, 
karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang 
wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 
tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, 
maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk 
kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 
16 tahun bagi wanita.
55
 
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut 
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
56
 Untuk 
melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan 
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didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan 
Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam. 
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 
dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala 
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami istri
57
 
  Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut 
Hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan, maka dapat 
dikatakan sejalan dan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau 
mendasar. 
  Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan 
Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai 
berikut:  
a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; 
b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus 
dicatat oleh petugas yang berwenang; 
c. Asas monogami terbuka; 
d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan 
perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir 
kepada perceraian; 
e. Asas mempersulit terjadinya perceraian; 
f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam 
kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat; 
g. Asas pencatatan perkawinan. 
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B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam 
Larangan perkawinan atau mahram yang berarti terlarang, “ 
sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk 
dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang 
suatu perkawinan.
58
 Larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan menurut syara‟ dibagi menjadi dua, yaitu larangan perkawinan 
berlaku untuk selamanya (mahram mu‟abbad), dan larangan perkawinan 
untuk sementara (mahram muaqqat), berikut penjelasannya:
59
 
1. Larangan abadi (mahram mu‟abbad) yang disepakati terdiri dari: 
hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, 
sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li‟an.
60
 
Yang telah disepakati: 
a. Hubungan Nasab 
Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci 
yaitu dalam QS. An-Nisa‟ (4):23, yaitu: 
                  
                    
                 
                     
                   
                 
                 
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Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; 
anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu 
isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(QS. An-Nisa‟ (4):23) 
Berdasarkan ayat di atas perempuan-perempuan yang 
diharamkan untuk dinikahi adalah karena adanya ikatan nasab atau 
ikatan darah, diantaranya sebagai berikut:
 61
 
a. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan 
seterusnya ke atas). 
b. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu  perempuan,  baik 
dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke 
bawah. 
c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu 
saja. 
d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara 
sekandung ayah atau ibu. 
e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan 
saudara laki-laki atau perempuan. 
b. Hubungan sepersusuan (Rad{a‘) 
                                                 
61






Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu 
hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada 
ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu 
yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-
tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan 
dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu 
susuan dihukumi sebagai ibu sendiri. Larangan pernikahan karena 
susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana 
sabda nabi: Artinya: “Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw bersabda 
diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan 
karena nasab.” 
Hubungan karenan sesusuan adalah:
 62
 
1. Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak 
yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu 
dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang 
yang telah disusuinya. 
2. Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu 
dari suami wanita yang telah menyusui. 
3. Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami 
dari ibu susuan. 
4. Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara 
sesusuan. 
5. Saudara susuan perempuan. 
Ulama‟ berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang 
menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqaha 
berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi 
mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat 
ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Hanifah serta pengikutnya, 
sedangkan fuqaha>„ yang lain menentukan batas kadar yang 
menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok, 
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pendapat yang pertama  berpendapat  satu  atau  dua kali sedotan 
tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan 
keharaman adalah tiga kali sedotan keatas.  Pendapat kedua 
berpendapat yang meneyebabkan keharaman adalah lima kali 
susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang 




c. Hubungan Perkawinan atau Semenda 




1. Ibu mertua (ibu dari istri). 
2. Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah 
digauli. 
3. Permpuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki. 
4. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. 
 
 
Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu; 
1. Zina 
Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak 
dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi 
perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali 
sesudah mereka bertaubat.
65
 Sebagaimana disebutkan dalam 
Al-Quran QS. an-Nur (24): 3: 
                   
                  
Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki 
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yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 
diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS. an-Nu<r (24): 3). 
2. Li„an 
Apabila terjadi sumpah li„an antara suami istri maka 
putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-
lamanya. 
2. Larangan yang bersifat sementara (mahram muaqqat) yaitu 
larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam 
keharaman ini adalah: 
a. Halangan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu 
pernikahan. 
Perkawinan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang 
akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan 
yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika 
istri meridai suami untuk melakukan hal ini. Larangan ini 
berdasarkan QS. An-Nisa‟ (4): 23: 
                
                    
                 
                    
                  
                  
                   
  Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-
ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu 
yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 




perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-
ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; 
ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(QS. An-Nisa‟ (4): 23). 
Selain  Surat  an  Nisa‟  terdapat  hadis|  Nabi  yang  
menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga 
mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak 
ayah maupun pihak ibu. Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata 
dari Nabi saw. bersabda: melarang mengumpulkan seorang 
wanita dengan bibi dari ayahnya („ammah) atau dengan bibi 
dari ibunya (khalah).” 
b. Halangan peristrian, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-
laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. 
Keharaman ini disebutkan dalam QS. an-Nisa‟ (4): 24: 
                   
                     
                 
                       
            
 Artinya: . dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki; (Allah 
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas 
kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian  
(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu 




mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 
kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap 
sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 
menentukan mahar itu.. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.. (QS. An-Nisa‟ (4): 24). 
 
c. Halangan „idah, wanita yang sedang dalam masa „iddah baik 
karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya juga 
diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan 
untuk menyatakan dengan sindiran. Sebagaimana dijelaskan 
dalam QS. Al-Baqarah (2): 235: 
                      
              
                 
                      
                 
Artinya:  Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang 
wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu 
menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji 
kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan 
janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah 
kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah (2): 235). 
d. Halangan talak, wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi 
dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan 
orang lain serta telah dicerai dan telah berhubungan kelamin 
dan habis masa „iddahnya. 




ihram umrah maupun ihram haji. 
f. Halangan kafir, menikahi wanita yang tidak beriman kepada 
Allah. 
Menikahi wanita kafir diharamkan karena tidak 
mempunyai keimanan kepada Allah, oleh karena itu, ia bisa 




g. Halangan kehambaan, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak 
boleh laki- laki merdeka menikah dengan budak, kecuali karena 
tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka dan takut 
terjerumus ke dalam zina.
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.Menikah dengan perempuan budak 
maka anak yang dilahirkan nanti menjadi budak. 
h. Halangan Sakit, yaitu apabila salah satu pihak mengalami sakit 
sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. 
C. Tinjauan Poligami  
1. Poligami dalam Hukum Islam 
Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. 
Hal ini dapat dipahami dari QS. An-Nisa‟ (4):3) ,  
                        
                          
              
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: 
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
(QS.An-Nisa‟ (4): 3) 
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Allah SWT memberikan sebuah peluang untuk menikahi lebih dari 
satu perempuan, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus di 
lakukan. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan 
ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka 
kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa‟ ayat 
(3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. 
Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan 
dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat 
yang jika dungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin 
dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila 
kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi 
perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu”.
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Secara implisit Al Qur‟an membolehkan poligami, namun tidak 
menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan 
warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu 
berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia 
maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, 
namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih 
mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”.
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Allah Swt berfirman pada Surat An-Nisa‟ (4): 129 mengenai tata 
aturan pembolehan poligami, sebagai berikut: 
                       
                    
      
Artinya:  Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 
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antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.An-
Nisa‟ (4): 129) 
Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur‟an QS. An-
Nisa‟ (4): 3 dan 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, 
melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada 
dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut :
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“Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, 
akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang 
menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang 
dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu‟ selaku syarat 
sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah 
dilakukan kecuali dengan wudhu‟. Maka shalat dan wudhu‟ tidak dapat 
berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat 
dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat 
diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah 
syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan 
poligami.Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika 
batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya 
mengakibatkan dosa kepada Tuhan.Jadi suami yang tidak berlaku adil dia 
berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat 
menjatuhkan kepadanya hukuman ta‟ziir.Akan tetapi kalau kita jadikan adil 
itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak 
berlaku adil, nikahnya menjadi batal.Dalam hal ini ternyata tidak seorang 
pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang 
bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, 
maka ketiadaan adil tidak dapat dijakan mani‟ (penghalang) bagi 
kebolehan berpoligami”. 
Prof. KH Ibrahim Hosen memberikan mengenai adil dalam 
poligami yang di atur di dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 3 dan ayat 
129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan 
berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami 
itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap 
isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal 
adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak 
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dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami 
lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-
hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih 
mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.
71
 
Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami 
yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad 
para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan 
untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam 
yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya 
Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam 
yang berlaku bagi muslim Indonesia.
72
 
2. Poligami dalam Hukum Positif 
Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa yunani 
terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, 
Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. 
Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa 
poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) 
mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya 
isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan 
serta masih sah sebagai isterinya.
73
 
Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan 
ta‟addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah 
diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 
dan 4 mengatur, poligami merupakan salah satu tradisi jahiliyah yang 
diperangi oleh umat Islam secara berangsur-angsur, sebab dahulu pada 
umumnya orang arab melakukan poligami tanpa batas.
75
 Pada saat itu, 
seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat orang dianggap 
suatu hal yang biasa/lumrah. Pada masa sekarang, satu sisi poligami 
ditolak melalui berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, 
psikologis dan ketidakadilan jender. Tapi pada sisi lain poligami 
dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif 
yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk 
menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.
76
  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah 
sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya 
perkawinan. Meskipun bersifat administratif, pencatatan perkawinan 
merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati. Menurut 
Hazairin, termasuk kebijakan ulul amri adalah ketentuan yang berwujud 
pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat 
dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam al 
Quran dan hadits.
77
 Subtansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari 
fiqh munakahat yang terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak 
beredar dan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia, bersamaan 
dengan datangnya agama Islam di Indonesia. 
Fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat 
ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan 
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perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai 
isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh 
munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang 
perkawinan di Indonesia. 
Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh 
klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait 
dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam 
distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-
anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas 
keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut 
penulis, karena pentingnya asas keadilan ini maka asas ini disebut sebagai 
asas dari semua asas hukum Islam.
78
 Perkawinan dalam konsep fiqh 
munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan sosok isteri semata, 
tetapi perkawinan merupakan pertalian antara dua keluarga besar suami 
dan isteri dalam segala akibat sosial yang ditimbulkannya. Di dalam hukum 
perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang 
pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak 
yang bersangkutan (suami maupun isteri) maka pengadilan dapat 
memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang. 
Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk 
beristeri lebih dari satu apabila: 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
79
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ini, menurut penulis, nampak jelas 
dan terkesan bahwa isteri menjadi objek penderita. Ketentuan Pasal 4 ini 
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apabila dilihat dari kaca mata hakikat perkawinan, nampak sekali bahwa 
suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Nampak bahwa 
konstruksi sosial sangat mewarnai regulasi tentang poligami ini. 
Bagaimana tindakan hukumnya apabila ketentuan Pasal 4 tersebut 
mengarah pada kondisi fisik dan psikis suami. Suami tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami; suami mendapat cacat badan 
atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan suami tidak mampu 
memberikan keturunan (karena mandul atau yang sejenisnya). Oleh 
karena itu menurut penulis perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan 
poligami ini. 




a. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 
isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 
dan anak-anak mereka. 
Ayat berikutnya menyebutkan bahwa persetujuan dari isteri atau 
isteri tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau 
isteri- isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat 
menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya 
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab 
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. 
Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila 
alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan 
Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat komulatif yang tercantum  dalam 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
sebagaimana tersebut di atas. 
Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar 
hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 
tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 
ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan 
bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang 
bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal 
seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
81
 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan 
pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa 
”apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 
untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan 
putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami 
melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang 
dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari 
Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. 
Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut 
pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai 
fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena 
Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum 
Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kotemporer. 
Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam 
yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum 
masyarakat Islam Indonesia.Unifikasi hukum Islam tersebut 
dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam 
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tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, 
sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam 
mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang 
mua‟amalah. 
3. Dampak Poligami 
a. Dampak Poligami bagi Istri 
Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya terlihat 
bahwa praktek poligami lebih banyak membawa dampak 
negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Dampak positif 
poligami secara sederhana bisa kita telaah dari QS. An-Nisa (4): 3:  
                        
                        
              
Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak 
akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa (4): 3) 
Menurut Supardi Mursalin ayat ini merupakan kelanjutan 
tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika 
banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur 
di medan Perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah 
tidak berbapak lagi. Pada masalah ini, kaum Muslim 
memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada 
dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di 
antara janda-janda tersebut. Dampak positif dari poligami adalah 







Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan 
dampak psikologis pada istri, diantaranya:
83
 
1) Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat 
suaminya menikah lagi dengan wanita lain 
2) Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama 
istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang 
berlainan ibu 
3) Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan 
hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya.  
Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling 
menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar 
mendapatkan perhatian yang lebih dari suamniya. Permusuhan 
di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih 
memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu. 
Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama 
yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:
84
 
1) Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan 
bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang 
yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. 
Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran 
diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri. 
2) Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan 
segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang 
berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya. 
3) Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah 
4) Kehilangan hubungan dengan orang lain. 
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b. Dampak Poligami Bagi Anak 
Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing 
dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak 
mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang 
tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam 
perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi 
pemalas dan kehilangan semangat dankemampuan belajarnya. Di 
samping itu tidak jarang menimbulkan  terjadinya kenakalan-
kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga. 
Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan 
akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan 
karena hal-hal sebagai berikut: 
85
 
1) Anak merasa kurang disayang. 
Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak 
kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang 
tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian 
sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya 
selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena 
ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk 
bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat 
dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang 
ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak 
akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. 
Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada 
anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang 
dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami 
kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang 
lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar. 
2) Tertanamnya kebencian pada diri anak 
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Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang 
tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi 
perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya 
dan ibunya ”ternodai” karena ayahnya berpoligami. Walaupun 
mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan 
(sebagaimana dalam QS An- Nisa (4): 3) tapi mereka tidak mau 
menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi 
ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka 
lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang 
anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh 
sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak 
menghormati ayah kandungnya. 
3) Tumbuhnya ketidak percayaan pada diri anak. 
Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari 
poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, 
dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara 
sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami 
bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang 
sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara 
suami, istri, dan anak. Dan jika saat itu muncul anaklah yang 
paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tau 
hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi 
sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya 
sendiri dan jika dialami terus menerus anak akan merasa curiga 
dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun. 
4) Timbulnya traumatik bagi anak 
Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka 
akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat 
keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi 
kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi 




Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan 
dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran 
dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan 
fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga 
akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi- 
sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi 
agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami. 
Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah 
adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami 
dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini 
interaksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, 
antara sesama istri dan antara orang tua dengan anak akan terganggu. 
D. Maqashid Syari’ah 
1. Pengertian 
Secara etimologi, maqa>s{id syari<‘ah merupakan gabungan dari dua 
kata: al-maqa>s{id dan al-syarî‘ah. Maqa<s{id adalah bentuk plural dari 
maqs{ud, qas{d, maqs{d atau qus{u<d yang merupakan derivasi dari kata kerja 
qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, 
tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-
tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.
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 Syari<‘ah, secara 
etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat 
pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari<‘ah 
secara terminologi adalah al-nus{u>s{ al- muqaddasah (teks-teks suci) dari 
al-Qur‟an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum 
dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari<‘ah dalam arti ini 
mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.87 
Secara terminologi, al-maqa>s{id al-syarî‘ah dapat diartikan sebagai 
nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh 
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pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang 
diteliti oleh para ulama‟ mujtahid dari teks-teks syarî‘ah.88 
Al-Syathibi membagi maqa>s{id menjadi dua: tujuan Allah (qas{du 
al-sya>ri’) dan tujuan mukallaf (qas{du al-mukallaf). Tujuan Allah (qas>du 
al- Sya>ri’) terbagi menjadi empat bagian: Pertama; qas>du al- sya>r’i fi > 
wad{’i al-syari>‘ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qas>du 
al- sya>r’i fi > wad{’i al-syari>‘ah li al-ifha>m (tujuan Allah dalam menetapkan 
hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qas>du al- sya>r’i fi > wad{’i al-
syari>‘ah li al-takli>f bi muqtad{a>ha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum 
adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; 
qas>du al- sya>r’i fi< dukhu>li al-mukallaf tahta ahka>mi al-syari>‘ah (tujuan 
Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarî’ah). Sedangkan 
yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (qas{du al-mukallaf) Syathibi 
hanya membahas beberapa masalah saja. 
Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi al-maqa>s{id 
al-syarî‘ah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, al-
maqa>s{id al tasyri‘ al-‘ammah adalah makna-makna dan hikmah yang 
tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana subtansi 
hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, al-
maqa>s{id al-khas{ah adalah cara-cara yang dikehendaki syari‘ untuk 
merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan 
umum dalam amal perbuatan yang khusus.
89
 
Berdasarkan dua definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 
maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan 
diaplikasikannya syariat. Al-maqa>s{id al-syari>‘ah bisa berupa al-maqa>s{id 
al-‘ammah, yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan maqa>s{id al-
khas{ah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, 
seperti maqa>s{id al-syari>‘ah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan 
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lain-lain, atau maqasid syari >‘ah al juz’iyyah yang meliputi setiap hukum 
syara’ seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.90  
2. Konsep Maqasid Syariah menurut Ibnu Ashur 
Tahap pertama Ibnu Ashur membagi maqa>s{id al-syari>‘ah menjadi 
dua bagian yaitu maqa>s{id al-‘ammah dan maqa>s{id al-khas{ah. Selanjutnya 
ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan 
fitrah, maslahah, dan ta’lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori 
maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra‘ (induksi), dan 
membedakan antara wasail dan maqasid. Tujuan umum (maqa>s{id al-
‘ammah) syari‘ah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya 
dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum 
adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta 
tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik 
berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan 
beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak 
bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
91
 Menjaga 
keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini 
mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya. 
92
 
Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi maqa>s{id al-‘ammah dengan 
empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (al-t{ubut). Kedua, jelas (al 
z{uhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam 
menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari 
disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat{), yaitu suatu arti 
mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan 
dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik 
(i‘trad), yaitu jika suatu tujuan syara‘ tidak diperdebatkan karena 
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Setiap tujuan syari‘ah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan 
manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu 
Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan 




Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) 
dalam syara’ menjadi empat bagian sebagai berikut:  
a) Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat  
Maslahat terbagi menjadi d{aruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. 
Maslahat d{aruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan 
kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, 
suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya 
kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti 
binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah. 
Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, 
akal, harta, dan nasab. 
95
Sedangkan maslahat al hajiyat adalah 
maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya 
dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi 
rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari 
mas{lahat al-hajiyat adalah menjaga kehormatan.96 Mas{lahah 
tahsiniyah adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan 
umat dapat terealisasi. Mas{lahat ini merupakan sebab umat lain 
tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah 
akhlak yang mulia . 
97
 
b) Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat  
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Secara umum, kelompok, atau individu Mas{lahat dilihat dari segi ini 
terbagi menjadi dua yaitu mas{lahat al kulliyyah, dan mas{lahat juz’iyah. 
mas{lahat al-kulliyah adalah maslahat yang kembali kepada umat secara 
umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu 
daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat 
dari perpecahan, dengan d{aruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Maslahat 
juz’iyat adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa 
individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.
98
 
c) Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya 
kerusakan 
1) Mas{lahat qat{’iyah, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara 
pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam 
implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam 
pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, 
seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa 
Khalifah Abi Bakr as Sidiq. 
2) Mas{lahat z{anniyah, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan 
persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga 
rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh 
dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: La yaqdi al qadi wa huwa 
ghadban (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam 
keadaan marah). 
3) Mas{lahat Wahmiyah, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan 
kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah 
menjadi kerusakan. Seperti mengkunsumsi narkoba.
99
 
Ibnu „Asyur membagi tingkatan maqa>s{id menjadi dua yaitu tujuan 
syari’ dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini 
diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, 
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gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba. 
a. Hak-hak Allah Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak 
yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak 
orang yang meng-qas{ar, dan hak had{anah. Hak-hak ini karena bisa 
mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada 
Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.  
b. Hak-hak hamba, yang dimaksud dengan hak hamba adalah 
perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang 
pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak 
mengakibatkan hilangnya mas{lahah secara umum ataupun 
mendatangkan kerusakan secara umum.  
c. Percampuran antara hak Allah dan hak hamba Contoh percampuran 
ini adalah qishah, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak 
Allah SWT mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak 
hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak 
Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap 
pembunuhnya secara sengaja. 
100
 
3. Konsep Maqashid Al-Syatibi 
Sebelum menjelaskan tentang maqa>shid al-syari‘ah, Syathibi 
terlebih dahulu menjelaskan tentang ta‘li>l al-syari‘ah (illat dishariatkannya 
hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk 
kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa 
penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah 
untuk kemashlahâtan hamba. Ta‘li>l (adanya illat hukum) ini, berlaku pada 
semua hukum secara terperinci. 
Maqa>shid al-syari‘ah telah secara langsung disebutkan dalam Al-
Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. 
Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan maslahah (jalb al-mas{a>lih) 
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dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (daf’'u 
al-mafa>sid / dar’u al-mafa>sid). 
Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqa>shid al-syari‘ah dalam 
bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi maqa>shid al-syari‘ah dari 
pembagiannnya. Syatibi membagi maqa>shid menjadi dua, qas{du al-syari‘ 
(tujuan Tuhan) dan qas{du al-mukallaf (tujuan mukallaf).101 Kemudian ia 
membagi qashdu syari‟ menjadi empat macam. Pertama, qas{du al-syari‘ fi> 
wad{’i al-syari’ah; kedua, qas{du al-syari‘ fi> wad{’i al-syari’ah li al-ifha>m; 
ketiga, qas{du al-syari‘ fi> wad{’i al-syari‘ah li al-takli>f bi muqtad{aha>; 
keempat, qas{du al-syari‘ fi> dukhu>li al-mukallaf tahta ahka>mi al-syari‘ah. 




Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari qas{du al-syari„ 
satu persatu. Macam pertama adalah qas{du al-syari‘ fi wadh’i al-syari‘ah 
(tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah 
tidak lain guna kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi 
maslahah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia 
dari padanya, yaitu: d{aruriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. D{aruriyyah 
memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup 
tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi maslahah d{aruriyyah -nya, maka 
akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan 
maslahah d{aruriyyah yang hilang.103 Mas{lahah d{aruriyyah dilakukan 
dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga 
agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.
104
 
Mas{lahah setelah d{aruriyyah adalah maslahah hajjiyyah. Mas{lahah 
hajjiyyah merupakan mas{lahah yang bersifat memudahkan, menghindarkan 
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manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan mas{lahah 
hajjiyyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.
105
 
Contoh maqa>s{id hajjiyyah adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli 
salam dalam muamalat.
106
 Terakhir adalah mas{lahah tahsiniyyah. Mas{lahah 
tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid 
sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.
107
 Salah satu dari 
mas{lahah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil 
dalam peperangan. 
Kedua, qas{du al-sya>ri‘ fi wad {‘i al-syari >‘ah li al-ifha>m atau maksud 
Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini 
adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah 
menurukan alQur‟an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan 
kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam buku 
Nad{ariyyatu al-Maqa>s{idi ‘Inda al-Imam al-Syatibi, Raisuni meringkas lima 
pokok masalah dalam qas{du al-sya>ri‘ fi wad{‘i al-syari>‘ah li al-ifha>m 
menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa 
Arab dan syariat ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama 
adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk 
memahaminya harus memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa 




Ketiga, qas{du al-sya>ri‘ fi wad{‘i al-syari >‘ah li al-takli>f bi muqtad{aha 
yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi 
beban/tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam qas{du al-sya>ri‘ fi wad{‘i al-
syari>‘ah li al-takli>f bi muqtad{aha, Syatibi menulis dua belas masalah 
mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua 
masalah.
109
 Pertama, al-takl>if bima> la> yut{aqu, pembebanan diluar 
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kemampuan hamba dan kedua, al-takl>if bima>  fi>hi masyaqqah 
pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah 
pertama, Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada 
hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu 
menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-
Nya.
110
 Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika 




Keempat, qas{du al-sya>ri‘ fi> dukhu>li al-mukallaf tahta ahka>mi al-
syari‘ah berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk 
melaksanakan syariat. Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh 
masalah.
112
 Menurut Raisuni pembahasan utama terletak pada masalah 
kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak 
memberlakukan pengeculian bagi hamba-Nya dalam masalah al-takl>if. 
Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat 
Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda. 
113
 
Metode Penentuan Maqashid Menurut Al-Syatibi 
1. Analisa Lafadz al-Amr dan al-Nahyu 
Lafadz al-amr dan al-nahyu menjadi salah satu metode 
penentuan maqashid karenanya memiliki peranan penting dalam 
Bahasa Arab. Al-amr dan al-nahyu merupakan dua pembahasan dalam 
us{ul lugawi dalam hal permintaan. Al-amr adalah permintaan atas 
suatu perbuatan dan al-nahyu adalah permintaan untuk meninggalkan 
suatu perbuatan. Analisa lafadz al-amr dan al-nahyu dilihat dari dua 
hal yaitu: Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida‟i at tasrihi dan 
memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan.
114
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Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida‟i at tasrihi berarti melihat 
suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi 
keduanya ada secara mandiri (ibtidai‟i). Contohnya surat Al-Jumu‟ah 
ayat 9: “…maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah 
jual beli”. 
Ayat tersebut terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di 
dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah 
dan larangan yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat 
Allah (shalat jum‟at) dan larang berjualan (saat sholat jum‟at).
115
 
Sedangkan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan 
larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak 
terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam 
terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai perintah 
shalat: “dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 
beserta orang yang rukuk”. Perintah yang terlihat secara eksplisit 
dalam ayat tersebut adalah perintah shalat padahal di dalamnya juga 
mengandung perintah implisit, yaitu perintah bersuci. Bersuci 
merupakan illah dari shalat, jika shalat diperintahkan maka bersuci 




2. Memperhatikan Maqashid Turunan (at tabi‟ah) 
Maksud dari maqashid turunan atau at tabi‟ah adalah maqa>s{id 
yang muncul turunan dari maqashid awalnya. Contohnya nikah 
dengan maqashid awalnya menyambung keturunan, sedangkan 
maqashid turunan dari nikah adalah berbagi tempat tinggal, saling 
membantu dalam maslahah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan 
lain sebagainya. Semua itu adalah maqashid nikah yang disyariatkan 
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Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam nash dan sebagian lainnya 
diambil dari dalil lainnya.
117
 
3. Menganalisa suku>t al-syari’ 
Maksud dari menganalisa suku>t al-syari‘ adalah menganalisa hal-
hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh al-syari‘. 
Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan 
mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak 
boleh atau tidak dikerjakan karena sesuangguhnya hal inilah yang 
membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan 
mengidentifikasi maslahah dan mudharat di dalamnya. Jika 
terkandung maslahah, maka perkara tersebut dapat dilakukan. 
Sedangkan jika terindikasi adanya mudharat di dalamnya, maka 
perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan 




Syatibi berpendapat bahwa istiqra‟ merupakan metode yang paling 
utama untuk mengetahui maqa>s{id syari‘ah.119 Istiqra‟ adalah metode 
induktif yang digunakan untuk menentukan maqa>s{id  yang khusus dari 
yang umum. Jika maqa>s{id  khusus bertentangan dengan maqashid 
umum, maka istiqra‟ tidak dianggap benar dalam tersebut.
120
 Contoh 
dari istiqra‟ adalah bolehnya jual beli online yang dikhususkan dari 
dibolehkannya jual-beli dalam qur‟an: “Allah telah menghalalkan jual 
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E. Maslahah Mursalah   
1. Pengertian 
Mas{lahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu 
mas{lahah dan mursalah.121 Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa 
Arab ( ََيْصُلحُ - َصَلح(  menjadi (ُصْلًحا) atau ( ًَمْصَلَحة)  yang berarti sesuatu yang 
mendatangkan kebaikan.
122
 Kata maslahah disebut juga dengan  ( َْااِلْسِتْصاَلح)  
yang artinya mencari yang baik.
123
 
Sedangkan kata mursalah adalah isim maf‟ul dari fi‟il madhi dalam 
bentuk s|ulasi, yaitu ( ََرَسل( , dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, 
sehingga menjadi ( َ  secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti  (اَْ َ 
(bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata 
mas{lahah masksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang 
menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”
124
 
Perpaduan dua kata menjadi “mas{lahah mursalah” yang berarti prinsip 
kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu 
hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau 
bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang 
maslahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan 
berdekatan pengertiannya.
125
 Di antara definisi tersebut: 
a. Al-Ghazali merumuskan pengertian mas{lahah mursalah sebagai 
berikut: 
 ٌ ٌّص ُمَعنيَّ  َما اَْ َيْشَهْد َلُو ِمْن الشَّرِْع بِاْلُبْطاَلِن َواَل بِااِلْعِتَبارَِن
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“Apa-apa (maslahah) yang tidak bukti baginya dari syara‟ dalam 




b. Asy-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul yang memberikan definisi: 
َُناِسُب الَِّذْي اَليـَْعَلُم اَنَّ الَشارُِع الَغاُه اَِو اْعَتبَـرُهُ 
 ادل




c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan: 
 ٌ  َما اَْ َيْشَهْد َلُو اِْبطَاٌل َواَل ِاْعِتَباٌر ُمَعنيَّ
“Mas{lahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang 
membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.
128
 
d. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut: 
 اِنَـَّها َمْصَلَحٌة اَْ يَرِْد َعِن الشَّارِِع َدلِْيٌل اِلْعِتَبارَِىا اَْو اَلْلَغاِءَىا
“Mas{lahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara‟ 
datang untuk mengakuinya atau mengakuinya”.
129
 
e. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yang hampir sama 
dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu: 
اْلَمَصاِلُح اْلُماَلِءىَمُة ِلَمَقاِصُد الشَّرِِع َواَل َيْشَهُد ذَلَا َاْصٌل َخاٌص بِااِلْعِتَباِر اَْو 
 بِاْلَغاءِ 
“Mas{lahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk 




f. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab 
al-I‟tisham mendefinisikan maslahah mursalah adalah suatu muslahat 
yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara‟, yang 
berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat 
d{aruriyyah (primer) maupun hajiyyah (sekunder).131 
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g. „Izz al-Din „Abd al-Salam mengatakan bahwa maslahah itu identik 
dengan sebuah al-nafi„ (kemanfaatan), al-khair (kebajikan), al-hasn 
(kebaikan).
132
 Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa 
makna maslahah dapat dilihat dalam segi „urfi maupun syar„i. Al-Tufi 
menjelaskan makna dari „urfi dalam maslahah adalah sebab yang 
mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya 
bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. 
Sedang dalam makna syar‟i, maslahah merupakan sebab yang 
mengantarkan kepada tujuan al-syari‟, baik yang menyangkut ibadah 
ataupun muamalah.
133




Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar mas{lahah yang 
peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik 
menyangkut urusan duniawinya maupun usrusan akhiratnya. Syariat Islam 
memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (rahmah), keadilan 
(„adalah), dan kemaslahatan (mas{lahah). Sejatinya  setiap hukum yang 
keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat 
Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan 
sebagai bentuk dari syariat Islam.
135
 Dalam perkembangan kehidupan 
manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh 
ruh mas{lahah. Keberadaan mas{lahah dalam syariat Islam memang tidak bisa 
pisahkan karena mas{lahah dan syariat merupakan kedua hal yang wajib 
menyatu, sehingga kehadiran mas{lahah menghendaknyakan adanya tuntutan 
syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur‟an dan hadis 
menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan „illah 
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yang menghantarkan kepada sebuah mas{lahah.136 Bahkan, hukum-hukum 
yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, 
tetapi juga mencakup ibadah mahdah.  
Pembahasan mengenai teori mas{lahah tidak dapat dilepaskan dengan 
bembahasan mengenai al-qawa>‘id al-syar‘iyyah yang bertumpu pada 
penggalian hikmah dan „illah yang merupakan inti dari sebuah mas{lahah 
juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa maslahah adalah intisari dari 
formulasi al-ahka>m al-syar‘iyyah dan al-qawa>‘id al-syar‘iyyah.137  
Perwujudan sebuah mas{lahah dalam syariat Islam merupakan suatu 
keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam 
menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan 
atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan 
serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada 
dasarnya sebuah mas{lahah hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara„ 
yaitu  berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu 
manusia.
138
 Dalam menggali sebuah maslahah juga tidak dapat keluar dari 
dikandung teks-teks syariah (nus{u>s{ al-syari„ah. Oleh sebab itu, pendapat 
yang mengatakan bahwa sebuah mas{lahah hendaknya diprioritaskan apabila 
bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.
139
 
Karena pada hakikatnya mas{lahah merupakan akar yang tidak bisa 
dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi 
teks syariah hendaknya bertumpu padanya.
140
 
Berdasarkan ilmu us{ul terkenal istilah ijtihad istis{la>hiy yaitu upaya 
dalam mengambil kesimpulan hukum syara„ melalui penerapan prinsip-
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prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana 
masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur‟an maupun Hadis secara 
konkret juga tidak terdapat Ijma‟ ulama, dengan tujuan mewujudkan niali 
mas{lahah (jalb al- mas{lahah) dan menolak mafsadah (daf„u al-mafsadah). 
Metode ijtihad ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang 
dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.
141
  
Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. Pertama, 
hukum yang bersumber pada nas al-Qur‟an dan Hadis secara langsung
142
. 
Kedua, hukum yang bersumber pada ijtihad, yaitu yang tidak secara 
langsung diambil dari nas al-Qur‟an dan hadis. Jenis hukum inilah yang 
merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi mas{lahah. Walaupun 
demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan 
perwujudan sebuah mas{lahah; dan sifat dari mas{lahah itu sendiri terus 
berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor 
lainnya. Hal ini mengartikan bahwa  sebuah mas{lahah yang tidak secara 
konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan 




2. Pembagian Maslahah  
 Membicarakan al-mas{lahah sebagai dalil hukum, pada umumnya 
ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian 
syara‟ (syahadah asy-syar‟i) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat 
mengakui/melegitimasinya sebagai al- mas{lahah ataupun tidak. Dalam hal 
jumhur ulama membagi al- mas{lahah kepada tiga macam, yaitu sebagai 
berikut: 
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a. Al-mas{lahah yang terdapat kesaksian syara‟ dalam mengakui 
keberadaannya (ma> syahid asy-syar‘ li i‘tibariha) 
Mas{lahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan 
dalam al-qiyas (analogi), karena ia sama dengan al-munasib („illah yang 
merupakan al- mas{lahah) dalam pembahasan qiyas. Mas{lahah ini biasa 
disebut dengan istilah al- mas{lahah al-mu‟tabarah. Semua ulama sepakat 
menyatakan, mas{lahah ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai 
contoh, meng-qiyas-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan 
yang tidak terdapat nash-nya, kepada keharaman perahan anggur yang 
memabukkan yang ada nashnya di dalam al-Qur‟an maupun sunnah. 
b. Al-mas{lahah yang tedapat kesaksian syara‟ yang 
membatalkannya/menolaknya (ma syahid asy-syar‟ li buthlaniha) 
Al-mas{lahah kedua ini adalah bat{il, dalam arti dapat dijadikan 
sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan mash. Bentuk mas{lahah 
yang kedua ini biasa disebut dengan al- mas{lahah al-mulgah. Sebagai 
contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa 
terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada 
siang bulan. Ramadhan dikenakan kifarat puasa dua bulan berturut-turut, 
tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan 
berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar 
pemikirannya ialah kifarat disyariatkan untuk menimbulkan efek jera 
bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah. 
c. Al-mas{lahah yang tidak terdapat kesaksian syara‟, baik yang 
mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (ma 
lam yasyhad asy-syar‘la libut{laniha wa la li>i‘ tibariha nas{ mu‘ayyan) 
Al-mas{lahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua 
macam, yaitu sebagai berikut: 
a) Al-Mas{lahah al-Gha>ribah 
Yaitu mas{lahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara‟ 
terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam 




jins tas{arufat asy-Syar‘i). Dalam kenyataan, mas{lahah bentuk ini 
hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam 
kenyataan kehidupan sehari-hari. 
b) Al-Mas{lahah al-Mula‟imah   
Yaitu al-mas{lahah yang meskipun tidak terdapat nas{ tertentu yang 
mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara‟ dalam lingkungan 
yang umum (al-us{ul al-khamsah). Tujuan syara‟ ini dipahami dari 
makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur‟an, hadis, dan al-




Menurut pendapat al-Ghazali berdasarkan kekuatannya maslahah 
dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) mas{lahah mu„tabarah, yaitu 
mas{lahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara‟ akan 
penerimaannya; (2) mas{lahah mulgah yaitu mas{lahah yang mendapat 
ketegasan justifikasi Syara‟ akan penolakannya; dan (3) mas{lahah 
mursalah, yaitu mas{lahah yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi 
Syara‟, baik pada penerimaannya maupun penolakannya.
145
 Atas pendapat 
tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian 
mas{lahah tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat 
secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika 
sehingga menuntut bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan 




Berdasarkan kekuatan maslahah al-Ghazali mengkategorisasi 
mas{lahah menjadi tiga, yaitu (1) mas{lahah dengan level yang mendesak 
(darurat), (2) mas{lahah dengan level kebutuhan sekunder (hajat), dan (3) 
mas{lahah dengan level kebutuhan tersier (tahsiniyat/tazyinat). Masing-
masing bagian disertai oleh mas{lahah penyempurna/pelengkap 
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(takmilah/tatimmah). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level darurat 
merupakan level paling kuat dari mas{lahah dalam pemeliharaan al-usul al-
khamsah. Teori al-usul al-khamsah ini kemudian disempurnakan lagi oleh 
Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu 
memelihara kehormatan diri (hifz al-„ird) walaupun al-Qarafi sendiri 
mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.
147
  
Sedangkan „Izz al-Din ibn „Abd al-Salam mengkategorikan mas{lahah 
menjadi tiga macam, yaitu (1) ma{salih al-mubahat yaitu yang terkandung 
dalam urusan yang sifatnya boleh (2) mas{alih al-mandubat yaitu yang 
terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) mas{alih al-wajibat 
yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan 
mafsadah dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) mafa>si>d al- 
makruhat yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) 
mafa>si>d al-muharramat yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya 
haram.
148
 Selain  itu, al-„Izz ibn „Abd al-Salam juga mengkategorikan 
mas{lahah menjadi dua macam, yaitu (1) mas{lahah haqiqiy dalam arti 
denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) mas{lahah majaziy 
dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, 
kebaikan dan kenikmatan. Karena mas{lahah dapat diantarkan melaui media 
mafsadah, sehingga mafsadah ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan 
karena bersifat mafsadah, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah 
mas{lahah.149 
3. Syarat-Syarat menggunakan Maslahah Mursalah  
Ulama‟ bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan maslahah 
mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan 
syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung.Berdasarkan hal itu, 
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ulama menyusun syarat-syarat maslahah mursalah yang dipakai sebagai 
dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu: 
a. Mas{lahah yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya 
dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan 
hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak 
kerusakan. Jika mas{lahah itu berdasarkan dugaan semata maka 
pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh 
dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan 
memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. 
Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung 
mas{lahah, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga 
dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu 




b. Mas{lahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya 
ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu 
kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya 
mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. 
Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka 
akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan 
anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah 
yang disebut dengan mas{lahah. 
c. Mas{lahah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara‟ yang telah ada, 
baik dalam bentuk nash, al-Qur‟an dan sunnah, maupun ijma‟ dan qiyas. 
d. Mas{lahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, 
seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan 
berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk 
menghindarkan umat dari kesulitan.
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Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap 




a. Mas{lahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara‟. 
b. Mas{lahah itu tidak bertentangan dengan nash syara‟. 
c. Mas{lahah itu termasuk dalam kategori mas{lahah yang d{aruriyyat, baik 
menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang 
banyak. 
4. Dalil Kehujjahan Mas{lahah mursalah 
Menurut ulama‟ terkemuka, bahwa mas{lahah mursalah itu merupakan 
hujah syari„ah. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang 
tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyas, 
dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur mas{lahah ialah 
mutlak. Tidak menghentikan tasyri„ hukum dibina di atas mas{lahah ini 
untuk mengadakan saksi tasyri„ dengan penjelasanya.  Dalil-dalil yang 
dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua: 
Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak 
mengadakan larangan larangan.Kalau tidak disyariatkan hukum maka 
dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, 
mengembangkan, dan mempersempit ruang tasyri„ terhadap kemashlahatan 
yang difikirkan oleh syar„i. Untuk memelihara keselamatan orang menurut 
perkembangan masa. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin 
timbul. Mendirikan tasyri‟ dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal 
yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh syar„i dalam menetapkan 
kemaslahatan masyarakat. 
Kedua, ketetapan tasyri„ sahabat dan tabi„in, begitu juga imam-imam 
mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara 
mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan 
saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.  
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